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      PUTUSAN 

        Nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Wtp                            

   

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : 

              PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 

Bone, 08 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir D-IV, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN 

BONE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan 

alamat email kharismaismah@gmail.com, sebagai Penggugat; 

Melawan 

              TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 

10 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan 

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA 

PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat. 

            Pengadilan Agama tersebut; 

 Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

  Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya tanggal 16 

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone 

Nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 16 Oktober 2024 dengan 

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 

hari Ahad, tanggal 26 September 2021 di xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, 

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/IX/2021, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, 

bertanggal 26 September 2021. 

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah 

tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan 

terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PALU, PROVINSI 

SULAWESI TENGAH, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 

belum dikaruniai anak. 

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai muncul perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan: 

3.1. Tergugat sering mengambil kembali uang pemberianya kepada 

Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat; 

3.2. Tergugat ketika ada masalah sering marah dan berkata kasar kepada 

Penggugat; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 

2024 dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan 

memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE 

karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah kepada 

Penggugat walupun hanya masalah sepele dan telah diberikan kesempatan 

oleh Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak berubah. 

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan berpisah 

tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah 

wajib kepada Penggugat. 

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa 

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan 

dengan Tergugat. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider : 

-  Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata 

hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat  tidak hadir di 

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun  telah dipanggil 

secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor : 

959/Pdt.G/2024/PA.Wtp yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah 

menurut hukum; 

 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat 

agar rukun kembali dengan Tergugat  dalam rumah tangga yang baik, akan 

tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 

168/13/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx 

xxxx, xxxxxxxxx xxxx, bertanggal 26 September 2021 yang bermeterai cukup 

dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.; 

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga 

menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut: 

Saksi I: SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

tempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpahnya di depan sidang 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu 

kandung Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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-   Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat; 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering 

marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta sering mengambil kembali 

uang yang telah diberikan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan 

Penggugat; 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Februari 2024; 

-  Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat; 

-  Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasihati Penggugat 

agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Saksi II: SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat 

kediaman di KABUPATEN BONE di bawah sumpahnya di depan sidang 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:  

-  Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman 

Penggugat;  

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat; 

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering 

marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta sering mengambil kembali 

uang yang telah diberikan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan 

Penggugat; 

-   Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan 

Penggugat dan Tergugat; 

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan Februari 2024 hingga sekarang; 

-  Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasihati Penggugat 

agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat  

dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

    Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 

ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena 

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh 

karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta 

memutus perkara  a quo; 

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat 

berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sesuai Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan 

kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat 

kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar 

dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya 

ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

telah terpenuhi dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran 

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

  Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan 

alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2022 

karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta 

sering mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat tanpa 

sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Februari 2024 sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai; 

  Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak 

memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat 

alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan 

dibenarkan oleh Tergugat; 

 Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan 

bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk 

kembali rukun ? 

 Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, 

tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya 

Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek; 

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam 

kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih 

sebagai pendapat sendiri telah disebutkan sebagai berikut: 

 بيـنة عليه كانت إن جائز الغائب على القضاء

Artinya:  Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir  

adalah boleh, jika ada bukti. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg  putusan yang 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan 

hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat 

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;  

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap 

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum 

acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai 

ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan 

ghalidzan (ikatan yang kokoh/kuat); 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan bukti surat berupa P yang bermeterai cukup dan telah 

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat 

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas 

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka 

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat 

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg; 

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan 

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; 
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Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) 

orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang 

untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi 

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil 

saksi; 

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu  dan 

saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak 

harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat 

serta sering mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat 

tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 

Februari 2024 hingga sekarang; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan 

yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah 

memenuhi syarat materil saksi; 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg 

jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan 

dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum 

dikaruniai anak; 

2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat 

sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta sering 

mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat tanpa 

sepengetahuan Penggugat;  
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3.  Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

hingga sekarang berjalan selama 7 bulan dan tidak saling memperdulikan 

lagi;  

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan 

Tergugat adalah suami isteri sah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah 

orang tua Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis; 

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik 

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing; 

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati 

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu 

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum 

lslam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah 

terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara 

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan 

berkata kasar kepada Penggugat serta sering mengambil kembali uang yang 

telah diberikan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karenanya 

Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang 

pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak memperdulikan dan 
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menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan terus menerus 

adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan 

harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali; 

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan 

dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna 

menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang 

menyatakan : 

المصالح جلب على ممقد المفاسد درأ                                    

Artinya :  

          “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan” 

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan 

tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat 

yang diperoleh maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat 

bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah 

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut dikabulkan secara 

verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka 

petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat  terhadap Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
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2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah  Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, 

tanggal 31 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 

1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. 

M. Yunus K, S.H, M.H dan Dra. Hj. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka  

untuk  umum  yang  dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Asril Amrah, 

S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat.       

Ketua Majelis, 

 

 

         

                    Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.                   

     Hakim  Anggota,                                                           

Hakim Anggota,          

        

 

 

Drs. H.M.Yunus K, S.H., M.H                                      Dra. Hj. 

Warni, M.H.               
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                  Panitera Pengganti, 

                                                                                                          

 

    

        Asril Amrah, S.H.I 

 

Perincian Biaya Perkara :   

1. PNBP  Rp      60.000,00 

2. Proses   Rp    100.000,00 

3. Panggilan  Rp    515.000,00 

4. Meterai      Rp      10.000,00 

Jumlah  Rp    685.000,00 
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